
BUPATI NGANJUK

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 31 ayat (2) Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan

Keuangan  Desa,  maka  perlu   mengatur  Pedoman  Penyusunan

Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  Tahun  Anggaran  2020

dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan  Perundang-undangan (Lembaran Negara  Republik

Indonesia   Tahun  2011  Nomor  82,  Tambahan  Lembaran

Negara Republik Indonesia  Nomor 5234) sebagaimana telah

diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2019

(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia   Tahun  2019 Nomor

183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor

6398); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2015  (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6  Tahun 2014 tentang

Desa  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014

Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor  5539)  sebagaimana  telah  diubah  beberapa  kali,

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2019  tentang

Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik

Indonesia  Tahun  2019  Nomor  42,  Tambahan  Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan  Produk  Hukum  Daerah  Peraturan  Menteri

Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  120  Tahun  2018

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang

Lembaga  Kemasyarakatan  Desa  dan  Lembaga  Adat  Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 611);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33

Tahun  2019  Tentang  Pedoman  Penyusunan  Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);

10. Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,

Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019

Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006

tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Lembaran  Daerah

Kabupaten Nganjuk Tahun 2006 Nomor 12 Seri E); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016

tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun

2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten

Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019

tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah

Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023;

14. Peraturan  Bupati  Nganjuk  Nomor  24  Tahun  2019  Tentang

Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:



Menetapkan : PERATURAN  BUPATI  TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN

ANGGARAN  PENDAPATAN  DAN  BELANJA  DESA  TAHUN

ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.

2. Kabupaten adalah Kabupaten Nganjuk.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

4. Bupati adalah Bupati Nganjuk.

5. Desa  adalah  desa  dan  desa  adat  atau  yang  disebut  dengan

nama  lain,  selanjutnya  disebut  Desa,  adalah  kesatuan

masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas  wilayah  yang

berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan

pemerintahan,  kepentingan  masyarakat  setempat

berdasarkan prakarsa masyarakat,  hak asal usul,  dan/atau  

hak  tradisional  yang  diakui  dan  dihormati  dalam  sistem

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintah  Desa  adalah  Kepala  Desa  atau  yang  disebut

dengan  nama  lain  dibantu  perangkat  Desa  sebagai  unsur

penyelenggara Pemerintahan Desa.

7. Pemerintahan  Desa  adalah  penyelenggaraan  urusan

pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  setempat

dalam  sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik

Indonesia.

8. Pembangunan  Desa  adalah  upaya  peningkatan  kualitas

hidup  dan  kehidupan  untuk  sebesar-besarnya

kesejahteraan masyarakat Desa.

9. Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  adalah  upaya

mengembangkan  kemandirian  dan  kesejahteraan

masyarakat  dengan  meningkatkan  pengetahuan,  sikap,

keterampilan,  perilaku,  kemampuan,  kesadaran,  serta

memanfaatkan  sumber  daya  melalui  penetapan

kebijakan,  program,  kegiatan,  dan  pendampingan  yang

sesuai  dengan  esensi  masalah  dan  prioritas  kebutuhan

masyarakat Desa.

10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD

adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang

anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan

keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

11. Peraturan  Desa  adalah  peraturan  perundang-undangan

yang  ditetapkan  oleh  Kepala  Desa  setelah  dibahas  dan

disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

12. Keuangan  Desa  adalah  semua  hak  dan  kewajiban  Desa

yang  dapat  dinilai  dengan  uang  serta  segala  sesuatu



berupa  uang  dan  barang  yang  berhubungan  dengan

pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

13. Pengelolaan  Keuangan  Desa  adalah  keseluruhan  kegiatan

yang  meliputi  perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,

pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.

14. Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  yang

selanjutnya  disingkat  APBD,  adalah  rencana  keuangan

tahunan  Pemerintahan  Daerah  yang  dibahas  dan  disetujui

bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan

dengan Peraturan Daerah.

15. Sumber  Pendapatan  Desa  adalah  penerimaan  pendapaan

Desa  yang  terdiri  atas  pendapatan  asli  Desa  (terdiri  atas

hasil  usaha,  hasil  aset,  swadaya  dan  partisipasi,  gotong

royong,  dan  lain-lain  pendapatan  asli  Desa),  alokasi

Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara,  bagian  dari

hasil  pajak  Daerah  dan  retribusi  Daerah,  alokasi  dana

Desa  yang  merupakan  bagian  dari  dana  perimbangan

yang  diterima  Kabupaten,  bantuan  keuangan  dari

Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Provinsi  dan

Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Kabupaten,

hibah  dan  sumbangan  yang  tidak  mengikat  dari  pihak

ketiga, dan lain-lain pendapatan Desa yang sah.

16. Alokasi  Dana  Desa,  selanjutnya  disingkat  ADD,  adalah

dana  perimbangan  yang  diterima  kabupaten  dalam

Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  kabupaten

setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

17. Dana  Desa  adalah  dana  yang  bersumber  dari  anggaran

pendapatan  dan  belanja  negara  yang  diperuntukkan  bagi

Desa  yang  ditransfer  melalui  anggaran  pendapatan  dan

belanja  Daerah  kabupaten  dan  digunakan  untuk

membiayai  penyelenggaraan  pemerintahan,  pelaksanaan

pembangunan,  pembinaan  kemasyarakatan,  dan

pemberdayaan masyarakat.

18. Bantuan  keuangan  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja

Daerah  Provinsi  dan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja

Daerah  Kabupaten  adalah  bantuan  keuangan  dari

pemerintah  pusat,  provinsi  dan  kabupaten  kepada  Desa

merupakan  upaya  untuk  mendukung  pembangunan

pemerintah  Desa  dalam  melaksanakan  program  dan

kegiatan tertentu.

19. Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  yang  selanjutnya

disebut  APB  Desa  adalah  rencana  keuangan  tahunan

Pemerintahan Desa. 



a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan kebijakan

Pemerintah Daerah;

b. pedoman umum penyusunan APB Desa;

c. pedoman penggunaan Dana Desa (DD);

d. pedoman penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD); dan

e. standar satuan harga dan standar biaya.

(2) Uraian  pedoman  penyusunan  APB  Desa  Tahun  Anggaran

2020 sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  tercantum

dalam  Lampiran  yang  merupakan  bagian  tidak  terpisahkan

dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Nganjuk.                              

Ditetapkan di Nganjuk

pada tanggal 24 Januari 2020

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2020 NOMOR 3 

BUPATI NGANJUK,

ttd.

NOVI RAHMAN HIDHAYATDiundangkan di Nganjuk
 Pada tanggal 24 Januari 2020

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

ttd.

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19661227 198602 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

Drs. HARIANTO, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19690203 198903 1 

004


